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SINOPSIS 

Pertumbuhan demokrasi desa fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

sebagai kekuatan penyeimbang. Dengan fungsi tersebut Badan Permusyawaratan 

Desa harus membangun jembatan kepentingan antara masyarakat dengan 

pemerintah desa. Pertumbuhan desa bertumpu pada kekuatan Badan 

Permusyawaratan Desa membawa kepentingan masyarakat kepada pemerintah 

desa, dan sebaliknya membawa kepentingan pemerintah desa kepada masyarakat. 

Karena itu pertumbuhan desa secara pasti menimba kekuatannya dari fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang legislasi demi kepentingan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepentingan masyarakat 

dalam hal ini untuk dijadikan sebagai refrensi dalam pengambil kebijakan 

bersama pemerintah desa. Karena itu pula rumusan masalah dalam penelitian ini 

dibuat menjadi: Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

Dalam Bidang Legislasi ? 

Fokus utama dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah tersebut 

dengan menimba kekuatannya dari metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif 

kualitatif merupakan motode yang menghasilkan data kualitatif berupa data 

tertulis atau lisan dari objek penelitian. Objek dalam penelitian ini terdiri dari 

Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan empat anggota Badan 

Permusyawaratan Desa dan enam Tokoh masyarakat, dengan lokasi penelitiannya 

di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Sementara 

teknik untuk menghasilkan data tersebut dilakukan dengan wawancara langsung 

terhadap objek penelitian. Kemudian analisis data menggunakan cara identifikasi, 

klarifikasi, reduksi, komparasi dan interpretasi. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menggambarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, juga untuk mengetahui 

secara langsung faktor penghambat dan pendukungnya. 

Dari hasil penelitian di Desa Wehali terungkap Badan Permusyawartan 

Desa melakukan Fungsi Legislasi dengan perwakilan setiap dusun. Badan 

Permusyawaratan Desa yang terdiri dari sembilan orang terbagi ke dalam enam 

dusun, dengan metode legislasi yaitu personal-formal dan personal-informal. Di 

dalam metode tersebut pola pendekatan masyarakat menggunakan partisipasi 

langsung dan perwakilan, yang partisipasi perwakilan dilakukan dari dusun, tokoh 

masyarakat dan tokoh agama. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa dalam 

menyalurkan aspirasi masyarakat ini didasarkan pada pembentukan skala prioritas 

kepentingan yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan. Dari hasil tersebut 

Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan kepada pemerintah desa untuk 

dijadikan sebagai refrensi pengambilan kebijakan desa, dengan menggunakan 

metode formal dan informal. Dengan menggunakan pola pendekatan partisipasi 

perwakilan dalam kemasan metode personal-formal tersebut tentu saja akan 

bermuara pada suatu titik simpul yang kurang efektif.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan reformasi meneteskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa untuk semakin mendorong semangat demokratisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Landasan pemikiran ini muncul dari batasan 

mengenai desa itu sendiri bahwa, “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Di sini 

nampak undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada desa untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. 

Dari pernyataan itu kemudian semangat reformasi untuk melakukan 

perubahan tata pemerintahan menuju sistem yang lebih baik dalam demokratisasi 

ke tingkat desa menghadirkan sosok Badan Permusyawaratan Desa. Tuntutan 

untuk membangun mekanisme check and blances serta partisipasi masyarakat 

yang lebih luas dalam kebijakan desa nyata melalui kehadiran Badan 

Permusyawaratan Desa. Karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa 

sebagai kekuatan penyeimbang antara masyarakat dan pemerintah desa bukan 

tidak mungkin  dapat menentukan arus perubahan di ranah desa. 



2 
 

Dengan mekanisme check and blances Badan Permusyawaratan Desa 

membangun fungsinya melalui komunikasi dua arah yang mengarah pada 

masyarakat untuk menawarkan berbagai kebijakan dari pemerintah desa dan 

mengarah kepada masyarakat untuk menerima usulan masyarakat kepada 

pemerintah desa. Canter (Mulyadi, 2009: 17) mendukung hal tersebut bahwa, 

“Suatu proses yang melibatkan masyarakat, dikenal sebagai peran serta 

masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus 

untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses 

kegiatan yang masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh 

badan yang berwenang”. 

Pernyataan Canter (Mulyadi, 2009:17) di atas merujuk pada kehadiran 

Badan Permusyawaratan Desa tersebut sekaligus mengafirmasikan arus 

perubahan desa tidak terlepas dari bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa dalam menjalankan fungsinya demi kepentingan masyarakat sebagai 

prefrensi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan bersama Kepala Desa. 

Karena itu hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa 

semakin menampakan dirinya. Di situ Dwipayana dalam Mulyadi (2009:75) 

menyatakan, “Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepada Desa 

merupakan mitra kerja, bukan oposisi apa lagi rekan kolusi. Badan 

Permusyawaratan Desa merupakan wakil rakyat yang juga fungsi pokoknya 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa”. 

Karena itu pula kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga 

yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa akan 
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sangat vital dalam menciptakan perubahan tata pemerintahan desa yang 

demokratis. Dalam konteks desa, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa 

memberi istrumen kelembagaan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam 

proses politik dan pembangunan desa. Dari dasar itu Eko (Mulyadi, 2009: 77) 

menegaskan lagi bahwa, “Ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan 

kepentingannya, terlibat dalam proses politik serta turut mengontrol jalannya 

proses politik di tingkat desa terakomodasi dengan kehadiran Badan 

Permusyawaratan Desa”. 

Penegasan dari kewenangan mengatur dan mengurus tersebut merujuk 

pada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Urusan pemerintahan 

pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: 

pengaturan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dari Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini kemudian Sutoro Eko (2014) 

mengatakan bahwa memang undang-undang tersebut tidak memuat norma tersurat 

tentang prinsip dan ketentuan tentang kewenangan desa. Tetapi dari jenis-jenis 

yang tersurat, ada makna yang dapat dinalar dan dipahami. Berikut beberapa 

prinsip yang terkandung dalam kewenangan desa: 

1. Baik kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal bukanlah 

kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah, bukan juga berupakan sisa 

(residu) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai 

dengan asas rekognisi dan subsidiritas, kedua kewenangan itu diakui dan 

ditetapkan langsung undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan 

pemerintah.  
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2. Sebagai konsekuensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (self 

governing community), kewenangan desa untuk mengatur hanya terbatas 

pengaturan kepentingan dan masyarakat setempat dalam batas-batas 

wilayah administrasi desa. Mengatur dalam hal ini bukan dalam bentuk 

mengeluarkan izin baik kepada warga maupun kepada pihak luar seperti 

investor, melainkan dalam keputusan kolektif kepada masyarkat. 

3. Kewenangan desa lebih banyak mengurus, terutama yang berorientasi 

kepada pelayanan warga  dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, 

desa melayani dan juga membiayai kegiatan kelompok tani, melatih kader 

perempuan, membiayai posyandu, mengembangkan hutan rakyat bersama 

masyarakat dan sebagainya. 

4. Selain mengatur dan mengurus, desa dapat mengakses urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk 

dimanfaatkan memenuhi kepentingan masyarakat (Sutoro Eko, ddk. 2014: 

95). 

Berdiri dari garis pemikiran ini untuk melihat fungsi pemerintahan, 

ternyata telah beralih ke tangan Badan Permusyawaratan Desa. Pembicaraan 

mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dari Pasal 1 ayat (4) 

menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga desa yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan sekaligus fungsi menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala 

Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Penjelasan Pasal 1 ayat (5) 

meneguhkan lagi, “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
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musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusawaratan Desa untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis”. 

Dalam merumuskan hal yang bersifat stategis di desa tentu merujuk dari 

kepentingan masyarakat, mengingat penyelenggaraan pemerintahan desa 

bersumber dari aspirasi dan prakarsa masyarakat desa itu sendiri. Penjelasan lebih 

lanjut muncul dari ayat (2) bahwa, “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penjelasan tersebut 

sekaligus menegaskan betapa pentingnya Badan Permusyawaratan Desa dalam 

melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai penampung dan penyalur aspirasi 

ataupun kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan fungsi tersebut bukan tidak 

mungkin Badan permusyawaratan Desa memegang kunci yang sangat 

menentukan dalam menciptakan tata pemerintahan desa yang lebih demokratis. 

Tentu saja sebagai aktualisasi pemikiran demokrasi Badan permusyawaratan Desa 

berposisi sebagai jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat dengan 

kepentingan pemerintah desa. 

Dengan posisi tersebut terdapat beberapa kemungkinan yang diperkirakan 

bisa saja muncul: Pertama, fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang menguat 

akan memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan Kepala Desa. Pada saat yang 

sama musyawarah desa akan menciptakan kolektifitas antara pemerintah desa, 

Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur 

masyarakat untuk membangun dan melaksanakan misi perubahan desa. Kedua, 



6 
 

Kepala Desa yang berhasrat menyelewengkan kekuasaan bisa mengabaikan 

kesepakatan yang dibangun dalam pembahasan bersama Badan Permusyawaratan 

Desa maupun kesepakatan dalam musyawarah desa. Di situ tindakan Kepala Desa 

legal secara hukum tetapi tidak legitimasi secara politik. Karena itu 

menyelamatkannya sangat tergantung pada bagaimana fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa dan kuasa rakyat (Sutoro Eko, ddk. 2014: 167). 

Karena itu pula tidak mengherankan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan desa masih sangat tergantung pada bagaimana fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa tersebut. Di sini Badan Permusyawaratan Desa sebagai 

representasi masyarakat desa akan benar-benar menjadi saluran utama masyarakat 

dalam menyampaikan kepentingannya. Dengan demikian fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya demi kepentingan 

masyarakat desa turut menentukan kondisi pemerintahan yang sehat serta 

mendorong maju penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih demokratis. 

Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, merupakan salah satu wilayah 

Desa yang secara  administratif  berada dalam wilayah Kabupaten Malaka 

Propinsi Nusa Tenggara Timur. Di lihat dari segi geografisnya, wilayah Desa 

Wehali merupakan Ibukota Kabupaten Malaka. Kondisi ini menyebabkan Desa 

Wehali harus dapat memposisikan diri sebagai contoh, baik dalam hal 

administrasi dan struktural bagi  desa-desa yang ada disekitarnya.  

Dinamisasi pertumbuhan pembangunan di Desa Wehali, seluruh 

komponen dalam struktur Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan aparaturnya 
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beserta BPD) dituntut untuk dapat berinisiatif secara aktif dalam rangka pemikiran 

perkembangan dan pertumbuhan Desa Wehali. Perkembangan dan pertumbuhan 

Desa Wehali sangat di dukung oleh tingkat kemampuan Pemerintah Desa untuk  

meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tingkat perekonomian dan 

pendapatan  masyarakat Desa, pertumbuhan produksi dan hasil usaha masyarakat. 

Untuk kesemua itu, diperlukan tatanan peraturan yang bersifat mengikat. Dalam 

arti bahwa ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat Desa Wehali 

tumbuh dan berkembang berdasarkan aspirasi dan dinamika masyarakat. Untuk 

dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk struktur kelembagaan 

BPD sebagai perumus, dan pengayom dalam ketentuan peraturan desa, dimana hal 

ini harus didukung oleh  koordinasi struktural intern kelembagaan, kemampuan 

individu yang berupa kecakapan dalam merumuskan aspirasi masyarakat ke 

dalam peraturan desa yang bersifat mengikat. 

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Wehali dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

faktor tersebut dapat saja menjadi faktor Pendorong dan penghambat pelaksanaan   

fungsi.  Faktor  tersebut  dapat  saja bersumber dari individu pengurus BPD yang 

berupa tingkat pendidikan dan pengalaman, hubungan organisasi  Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dengan lembaga lain yang ada di desa, dan tingkat 

pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPD, sarana dan prasarana penunjang 

pelaksanaan fungsi. Dikalangan masyarakat Desa Wehali, masih terdapat 

perbedaan pandangan terhadap realisasi fungsi Badan  Permusyawaratan  Desa  

(BPD). 
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Hal ini menyebabkan realisasi pelaksanaan fungsi badan tersebut masih 

sering disalah artikan atau tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, 

karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi yang diemban oleh 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal  pokok  yang  menjadi perdebatan  

adalah adanya pandangan yang sempit dan keliru yaitu bahwa BPD hanya 

bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Desa. Sementara tugas 

dan kewajiban BPD  yang harus dilakukan sangat kompleks Sesuai Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55  diantaranya  (1) Membahas rancangan 

peraturan desa bersama kepala desa (2) menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.  

Adanya keinginan untuk mengetahui pelaksanaan BPD dalam Bidang 

Legislasi, dilakukan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditujukan untuk lebih meningkatkan kinerja 

dan kualitas sebagai wadah pengayom, legislasi dan menampung aspirasi  

masyarakat di desa. Pelaksanaan fungsi pengayoman adat oleh BPD dapat 

berjalan dengan baik jika adanya peran dari BPD dan juga kesadaran masyarakat 

yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai sosial yang harus tetap dijaga dan dipatuhi 

seperti mengedepankan nilai-nilai sosial musyawarah dalam  menyelesaikan 

perselisihan yang timbul di dalam masyarakat akan menghasilkan jalan keluar 

yang dapat memuaskan hasil yang diterima. Fungsi BPD dalam Pemerintahan 

Desa sangat penting, salah  satunya sebagai penyalur  aspirasi masyarakat. Usulan 

atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat 

dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang  dari Kepala  Desa.  
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Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh BPD apakah usulan tersebut 

mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya 

dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. 

Berkenaan dengan hal di atas, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial 

masyarakat, setiap keputusan yang  dihasilkan diharapkan mampu membawa 

sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua  warga desa. Inisiatif dalam 

pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota Badan 

Permusyawaratan Desa maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan 

dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa 

diserahkan kepada Badan Permusywaratan Desa untuk dibahas dalam rapat Badan 

Permusyawartan Desa untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan 

Desa datang dari Badan Permusyawaratan Desa maka harus dimintakan 

persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka 

rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan 

Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan 

terhadap  pelaksanaan peraturan  desa berpedoman   kepada   kebijakan yang telah 

disepakati bersama yaitu program kerja, APBDes serta berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Konsisten dalam melakukan pengawasan 

terhadap bagaimana suatu program  pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan 

dan keputusan yang telah ditetapkan bersama akan  mengurangi adanya 

penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Tujuan dilakukan pengawasan yaitu agar pelaksanaan suatu 
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kegiatan dapat berjalan dan mencapai hasil  sebagaimana yang  telah direncanakan 

atau diprogramkan sebelumnya. 

Di Desa Wehali, fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum dilaksanakan 

secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan  terdapatnya  persepsi  masyarakat  

yang  menganggap Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya 

yakni Fungsi Legislasi, hal ini ditunjukan dari beberapa informasi yang peneliti 

dapatkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa belum bisa merumuskan 

Peraturan Desa, Peraturan Desa datang dari inisiatif Kepala Desa dan jajarannya, 

fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah  disepakati, 

sehingga banyak program yang dijalankan oleh kepala desa sering terjadi 

penyelewengan. Begitu juga dengan Aspirasi masyarakat yang ditampung dan 

disalurkan BPD belum representatif. Berdasarkan pemikiran di atas penulis 

tertarik untuk melakukan kajian khusus tentang pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam suatu judul penelitian yaitu: 

“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DALAM BIDANG LEGISLASI” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang dapat disusun adalah : “Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Legislasi di Desa Wehali?” 

 

C. Tujuan Penelitian 
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